KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2017
( Studi Kasus di Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

M. Arief Koenang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017


http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRAK

KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2017
( Studi Kasus di Provinsi Lampung)

Oleh:
M. Arief Koenang

Pemilihan umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan
demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat.
Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kenyataannya sering terjadi berbagai
persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan
atau pengurangan suara, money politics, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif),
black campign dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada
kepercayaan masyarakat kepada KPU yang menimbulkan aksi protes dari
masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Lampung telah terjadi kasus tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah
serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017. Jumlah laporan yang masuk di setiap
kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji berjumlah 9 laporan, Lampung Barat
berjumlah 22 laporan, Pringsewu berjumlah 10 laporan, Tulang Bawang
berjumlah 39 laporan dan Tulang Bawang Barat berjumlah 7 laporan.
Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah keterpaduan dalam upaya
penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung
dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan
tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 2017

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri
dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari KPU Provinsi Lampung,
Bawaslu Provinsi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan
Kejaksaan Negri Lampung.



M. Arief Koenang
Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan: Keterpaduan dalam upaya
penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung
Tahun 2017. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana
pemilu pada pilkada Serentak di Povinsi lampung Tahun 2017.

Saran penulis: harus adanya komitmen dan integrasi yang kuat masing masing
instansi yang terlibat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu sehingga proses
penegakan hukum tindak pidana pemilihan dapat berjalan dengan baik, benar, dan
bertanggung jawab. KPU harus membantu dengan upaya preventif guna
meminimalisir tindak pidana pemilu dengan cara perekrutan Komisaris, anggota
KPU, badan adhoc, harus memiliki Integritas, profesional dan mandiri,
penambahan bagian tentang sanksi di dalam Peraturan Bersama Bawaslu RI,
Kepolisian Rl dan Kejaksaan RI guna meningkatkan profesionalitas penegakan
hukum terpadu, Komisi Pemilihan Umum mensosialisasikan Sentra Gakkumdu
agar masyarakat mengerti apa yang harus di lakukan ketika melihat suatu tindak
pidana pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian
harus menjunjung tinggi netralitas agar tidak mencoreng nama baik instansi
apabila memihak salah satu peserta Pemilu.

Kata Kunci: Keterpaduan, Penanggulangan Tindak Pidana, Pemilihan

Umum
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I. PENDAHULUAN

A. Lata Belakang Masalah

Reformasi yang digulirkan mahasiswa Tahun 1997, mengakibatkan turunnya
Presiden Suharto. Peristiwa tersebut berdampak pada tuntutan dan perubahan
diberbagai bidang kehidupan. Kebebasan demokrasi adalah hakikat dalam sebuah
proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi
kedaulatan. Moh. Mahfud MD mengatakan, bahwa ada dua alasan dipilihnya
demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua
negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan
kedua yaitu demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan
arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi

tertingginya.'

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana
pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan
rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

! Mahfud M.D dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan:
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah,
2006), him. 130- 131.



Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan
umum yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presidan, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya
KPU harus berpedoman pada asas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 15
Tahun 2011, dalam menjalankan pemilu KPU dipercayai oleh masyarakat untuk
dapat melaksanakan pemilu yang bersih dan mampu menampung seluruh hak suara

masyarakat.

Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, tetapi kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai
persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan
atau pengurangan suara, money politics, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), black
campign dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan
masyarakat kepada KPU yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga
berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan
Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan
mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian
masyarakat (termasuk Parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir

tuntuan- tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil.?

Permasalahan diatas, mengakibatkan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dan Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan
Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 17 adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kristiadi, 1997, Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil, Centre For
Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, him. 15.



Pelaksanaan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maka Bawaslu Provinsi yang mengawasi pemilu di provinsi membentuk
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan
pemilu di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian membentuk
Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis,
Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu lapangan untuk mengawasi pemilu di
tingkat desa atau sejenis, hal ini untuk memenuhi peran Badan Pengawas Pemilu
untuk mengawasi pemilu di seluruh tingkatan mulai dari desa hingga pusat yang

terdiri dari provinsi-provinsi.

Proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon
peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon
peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan,
penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensifitas politik masing-masing peserta
pemilu. Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki banyak bukti
pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana
pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. lronisnya, dari
sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses
melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal
dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada
yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat

“disparitas” atau juga diskriminatif.’

¥ Irvan Mawardi, Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada, JPPR Jakarta 2014



Berikut salah satu masalah yang terjadi di dalam pilkada di Provinsi Lampung :

PILKADA di beberapa kabupaten di Lampung diwarnai tindakan pelanggaran
pidana. Wakil Kepala Polda Lampung Brigjen Bonafasius Tampoi pun
meminta aparatnya bertindak cepat dan tuntas. "Saya minta semua jajaran yang
menangani kasus terkait pilkada segera menyelesaikan persoalan hukum yang
terjadi, terutama menyangkut calon kepala daerah. Ini sebagai upaya menjaga
stabilitas politik di daerah,” papar Bonafasius di Bandar Lampung, kemarin
(Senin, 9/1). Salah satu yang menjadi sorotan ialah kasus di Kabupaten Mesuji.
Dia mengaku sudah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk
segera menuntaskan kasus itu. Kasus penganiayaan terhadap Khamami,
petahana bupati, sambungnya, tidak boleh berlarut-larut dan menjadi persoalan
yang lebih besar. Namun, penanganannya tidak boleh dilakukan secara
gegabah. "Setiap pengambilan keputusan harus diambil dengan perhitungan
yang baik. Pasalnya, jika salah, akan berdampak besar terhadap masyarakat,”
tandas Bonafasius. Khamami menjadi korban penganiayaan saat ia
mengunjungi Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, pertengahan
Desember lalu. Saat memberi pembekalan kepada petugas Linmas di kantor
balai desa, tiba-tiba tujuh pria dengan membawa parang datang, mengamuk dan
menuntut acara dibubarkan. Salah satu dari mereka kemudian memukul wajah
Khamami hingga berdarah. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi
Lampung, menerima 135 pelanggaran dari Panwaslu 8 kabupaten/kota se-
Lampung yang menggelar pilkada serentak. Akan tetapi dari semua
pelanggaran tidak terdapat satupun yang mengandung pelanggaran politik uang.
Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, jumlah kasus ini
masih ditangani oleh Panwas dan jajaran. Ada pula kasus yang sudah dibahas di
Gakumdu dan tidak termasuk pelanggaran karena tidak memenuhi unsur.
"Semuanya ada 135 pelanggaran, semuanya didapat dari konsolidasi total
keseluruhan,” jelasnya, melalui sambungan telepon, di Bandar Lampung,
Selasa, 20 Oktober 2015. Menurut Khoir, ada tren baru pelanggaran yang
ditemukan. Beberapa kasus yang berkembang yakni terkait netralitas PNS,
kampanye di tempat ibadah, black campaign, perusakan APK, persyaratan
calon, kode etik penyelenggara, dan DPS serta DPT. “Semua ini tidak ada kasus
mengenai money politic,” bebernya. Masih katanya, terkait kasus politik uang
tidak ada laporannya. Jika pun ada laporannya mereka akan meneruskan ke
kepolisian menggunakan kasus pidana. “Tetapi karena terjadi saat pemilu, kalau
ada kasus money politic kita koordinasi kepada liasion officer pasangan calon
untuk menyampaikan ke kepolisian,” terangnya. Jika ada kasus politik uang,
kata perempuan berhijab ini, akan dijerat dengan pasal pidana seperti dalam
pasal 149 KUHP. “Jika ada kasus berkaitan itu kita sampaikan ke Polri untuk
dijerat dengan KUHP pasal 149 KUHP tentang suap. Dalam pasal itu
disebutkan barang siapa saat pemilihan dengan aturan umum dengan memberi
atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang diancam dengan pidana 9 bulan
atau pidana denda,” jelasnya. Menurut dia, kasus yang mereka tangani sebagian



besar merupakan perkara temuan dari Panwas dan jajaran bukan laporan
masyarakat. karena itu ia menilai masyarakat saat ini kurang peduli terhadap
pelanggaran pilkada. “Dari kasus yang kami tangani, sebagian besar adalah
temuan, laporan jumlahnya sedikit. Ada dua hal yang bisa disimpulkan bahwa
Panwas dan jajaran bekerja, selain itu kepedulian masyarakat terhadap
pelanggaran pemilu masih minim,” tandasnya.4

Berikut adalah data mengenai jumlah tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala

daerah serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017:

Tabel 1
NO | KESATUAN KAB JL'\A/{E HASIL LIDIK HASIL SIDIK
Diterus Tdk
kan Diterus | JmI LP | Jml BP
kan
1 Res Mesuji Mesuji 9 1 8 2 2
2 Res Lambar Lambar 22 Nihil 19 Nihil Nihil
3 | Res Tanggamus | Pringsewu | 10 Nihil 11 Nihil Nihil
4 Res Tuba Tuba 39 Nihil 27 Nihil Nihil
5 Res Tuba TubaBa 7 Nihil 14 Nihil Nihil

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum

4 https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung_post_jumat 18 November 2016, Di akses
pada Jumat, 1 September 2017 pukul 20.00



https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung_post_jumat%2018_November_2016

Berdasakan tabel diatas, kasus tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah
serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017 terjadi di beberapa kabupaten yaitu
Kabupaten Mesuji, Lampung barat, Pringsewu, Tulang Bawang dan Tulang Bawang
Barat. Jumlah laporan yang masuk di setiap kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji
berjumlah 9 laporan, Lampung Barat berjumlah 22 laporan, Pringsewu berjumlah 10
laporan, Tulang Bawang berjumlah 39 laporan dan Tulang Bawang Barat berjumlah 7

laporan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penulisan skripsi berjudul “Keterpaduan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi

Lampung tahun 2017~

. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keterpaduan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu
pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 20177?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak

pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 2017?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Keterpaduan KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan
dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah
serentak di Lampung
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang di lakukan pihak KPU Bawaslu
dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana
pemilu di lampung.
2. Kegunaan Penelitian
a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu
hukum khususnya ilmu hukum pidana
b. Dapat di jadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai
dengan bidang penelitian yang Penulis teliti.
c. Diharapkan dapat di gunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi
hukum dan instasi terkait tentang tindak pidana pemilu di Lampung
d. Penulisan ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pihak KPU
Banwaslu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menaggulangi tindak pidana

pemilu.



D. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
a. Teori Keterpaduan
kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan
pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal, yang
mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural,
aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, HAM yang didasari etika
dan moralitas bangsa.” Sunarto menyatakan, bahwa teori keterpaduan menjadi sarana
seluruh intansi yang terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana untuk
menyatukan persepsi dari visi yang sama guna mempermudah instansi dalam
menanggulangi tindak pidana.
b. Teori faktor penghambat penegakan hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan.
dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat
halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan
pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Beberapa faktor penghambat dalam

proses penegakan hokum Soerjono Soekanto menyatakan, yaitu:®

® Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him. 25
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1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan

penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian
hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu
rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur
yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan atau kebijakan atau
kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang
dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan
dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-
undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau
doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling
bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan
yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana,
dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena
perundang-undangan.

. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena
penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku hubungan—hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.
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J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka penegakan hukum dan
implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran
adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu
kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan
hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus

terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.” !

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum,
artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.
Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga
citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak

rendah dikalangan masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas
pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh
perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras
dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh
karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan

aktual.

" J.E. Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung, Citra Aditya Bakti,
Ibid, him.78
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4. Faktor Masyarakat
Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang
menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-
mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah
satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya
hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang
menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian
antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat.
2. Konseptual
Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan
istilah.?  Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian,
ensiklopedia, kamus dan fakta peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada
pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang
dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan

diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

8 Ibid, him. 32.
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a. Keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan
pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional
secara penal dan non penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan
secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial,
aspek budaya, HAM yang didasari etika dan moralitas bangsa.’

b. Penanggulangan kejahatan adalah kebijakan melalui upaya penal dan non penal.
Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif yaitu
penindakan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah
upaya penanggulangan Kkejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya
pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi
kejahatan.'°

c. Tindak pidana pemilu, menurut Topo Santoso adalah semua tindak pidana yang
berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang
pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.**

d. Pemilihan umum serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem
pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada waktu secara bersamaan.
Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di
beragam tingkat yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan

tingkat lokal.*?

% Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan, Anugrah Utama Raharja, Bandar
Lampung, 2016, him. 87

10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non
Penal, Pustaka Magister, Semarang, 2010, him. 23

1 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, him. 4

2 MB. Zubakhrum, Pilkada Serentak , Pustaka Kemang, Depok, 2016, him. 36
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E. Sistematika Penulisan
Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk
membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhanisi dari
penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar
sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok
masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini
memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta
sistematika penulisan.
Il.  TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjuan pustaka yang terkandung dari
literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta
pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.
I11. METODE PENELITIAN
Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur
pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang
mewujudkan keterpaduan dalam penanggulangan tindak pidana pemilukada serentak
di Provinsi Lampung Tahun 2017 dan faktor penghambat penaggulangan tindak

pidana pemilukada serentak di Provinsi Lampung.
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V. PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan
pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang keterpaduan dalam

penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung

Tahun 2017.



. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemiluhan Umum
Dalam Undang —Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa
Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik IndonesiaTahun 1945. antara lain dijelaskan bahwa
makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam pasal 2
ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara
demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus
dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk

mengawasi jalannya pemerintahan.

Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka dilaksanakan pemilihan umum secara
langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat,
membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan

anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.
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Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 antara lain ditegaskan, sesuai Pasal 22E ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum
adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan,
artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di
lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan
pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Menarik, bahwa ternyata pelaksanaan
pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas
langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara. Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin
kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi
berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan

status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa
tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga
negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan
kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.
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Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh
orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat
pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta
semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang
sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Prakteknya, keinginan
sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan
memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai
peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari
adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma.

. Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu
yang melangsungkan beberapa pemilihan pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis
pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat
yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan tingkat lokal. Pilkada
serentak adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung
oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang
berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi setiap daerah tidak lagi sendiri-

sendiri mengadakan pemilihan kepala daerahnya.
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Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang,
tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi:

Pendaftaran bakal calon

Uji publik

Pengumuman pendaftaran calon
Pendaftaran calon

Penelitian penetapan syarat calon
Penetapan calon

Pelaksanaan kampanye
Pelaksanaan pemungutan suara

. Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
10. Penetapan calon terpilih

11. Penyelesaian sengketa hasil

12. Pengangkatan calon terpilih

CoNoA~WNE

Sebagaimana Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang,
pemilukada serentak dilaksanakan beberapa gelombang, yaitu:

1. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan sama tahun
2015.

2. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang
masa jabatannya berakhir tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di
hari dan bulan sama tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan
walikota sampai dengan tahun 2020.

3. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada

tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, KPUD
memperbolehkan calon independen untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala
Daerah. Calon independen juga sama artinya dengan calon perseorangan, hanya saja
calon perseorangan menggunakan frasa yuridis normatif, sementara calon independen
adalah frasa yang lebih umum, dan merupakan suatu aspirasi yang lahir dari
masyarakat. Posisi calon independen, dalam pemilukada merupakan suatu bentuk
mengapresi